PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH HAK GUNA

BANGUNAN YANG DITERLANTARKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1.  Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagian sudah berjalan dengan baik dan sebagian belum dapat terlaksana 
dengan baik. Hal ini tampak dari penentuan tanah terlantar di Kota 
Yogyakarta yang belum sampai pada tahap akhir pelaksanaan penertiban 
tanah terlantar. Kota Yogyakara memang sudah mulai melakukan upaya-
upaya untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar, namun masih pada 
tahap awal yaitu tahap inventarisasi berupa pendataan nama, identitas, 
letal, luas tanah, kedaan yang menyebabkan tanah tersebut menjadi 
terlantar. Tanah terindikasi terlantar di Kota Yogyakarta belum dapat 
ditetapkan sebagai tanah terlantar  karena luas tanah tersebut  belum sesuai 
dengan aturan yang ada agar suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah 
terlantar, sehingga kantor pertanahan Kota Yogyakarta masih harus terus 
mencari tanah-tanah yang diindikasikan terlantar lainnya agar tanah-tanah 
tersebut memiliki jumlah luas tanah yang sesuai dengan prosedur 
penetapan tanah terlantar. Lain halnya dengan pemerintah Kabupaten 
Kulonprogo yang telah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap 
penetapan dalam melakukan upaya penertiban dan pendayagunaan 





2.  Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban tanah terlantar di 
Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kabupaten Kulonprogo dan 
Kota Yogyakarta adalah : 
1) Kantor Pertanahan aktif mencari tanah-tanah yang diindikasikan 
terlantar. 
2) Masyarakat turut berperan serta memberikan informasi yang 
dibutuhkan kepada kantor pertanahan berkaitan dengan tanah yang 
dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar. 
Faktor yang dapat  menghambat pelaksanaan penertiban tanah terlantar 
adalah luas tanah di Kota Yogyakarta yang cenderung kecil sehingga tidak 
sesuai dengan aturan agar suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah 
terlantar. 
B. Saran 
  Saran bagi pemerintah adalah agar lebih menyederhanakan mekanisme 
pelaksanaan penertiban, mulai dari pekerjaan identifikasi oleh satuan tugas, 
memberikan rekomendasi hasil identifikasi pada tim penilai Kabupaten/Kota, 
kantor wilayah sampai kepada penetapan suatu bidang tanah adalah terlantar. 
  Saran bagi masyarakat adalah agar masyarakat  mempergunakan tanah 
sesuai dengan sifat dan peruntukannya, agar keberadaan tanah-tanah yang 
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